BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Politik uang merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif
(TSM).Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VI11/2010,
menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan
lembaga negara yang mandiri. Oleh sebab itu Bawaslu diharapkan mampu
menyelesaikan polemik pelanggaran politik uang yang terjadi pada saat
Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada). Dalam prakteknya sekarang
Bawaslu sebagai lembaga mandiri masih belum terlalu menunjukan
kemandiriannya dalam penanganan pelanggaran politik uang, karena
pengaruh intervensi dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pasal 73 ayat 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah
dikatakan pasangan calon dapat dijatuhi sanksi Administratif dan sanksi
pidan jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. namun pada
undang-undang Pilkada Tahun 2016, dan dibuat Perbawaslu Nomor 13
Tahun 2017 Tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait
larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang
dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun masih memiliki kerancuan karena

pada Undang-Undang Pilkada tersebut Bawaslu meneruskan laporan dan
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temuan kepada pejabat yang berwenang jika mengandung unsur
pelanggaran pidana Pemilu. Sehingga peran Bawaslu sebagai lembaga
pengawas masih seperti lembaga formalitas dan sebagai penerus laporan
saja tidak berdampak apa-apa dalam penanganan pelanggaran pidana politik
uang. dikarenakan Bawaslu tidak memiliki peran layaknya penyidik
kepolisian dan kejaksaan. Perlu adanya penguatan (empowering) terhadap
Bawaslu.

. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, masih
dijumpai politik uang, dan dalam penanganannnya masih belum maksimal,
dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persepsi antara Bawaslu yang
merupakan lembaga mandiri dengan unsur penyidik kepolisian dan unsur
kejaksaan. Perlu adanya (empowering) kepada Bawaslu, agar Bawaslu
memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan layaknya
lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu seperti pelanggaran politik
uang, Bawaslu dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dapat
mengangkat penyidik kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan
penuntutan, tentu saja dengan arahan dari Bawaslu itu sendiri.

Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengawasi proses Pilkada
juga harus memberikan pemahaman, perlindungan, dan bekerjasama agar
masyarakat berani melaporkan pelanggaran politik uang, terlebih lagi

bersaksi terkait adanya pelanggaran politik uang yang akan datang.
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B. Saran
Salah satu poin permasalah yang paling penting dari hasil pembahasan
yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah, bagaimana agar Bawaslu
menjadi Lembaga yang mandiri sebagaimana fungsinya sebagai lembaga negara
yang berfungsi sebagai pengawas dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan
Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang selanjutnya, yaitu:

1. Bawaslu harus membuat regulasi hukum yang jelas lagi melalui Peraturan
Bawalu terkait deskripsi yang jelas suap atau politik uang (money politic)
yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu terkait pengetahuan
dan penanganan politik uang (money politic). Dikarenakan Bawaslu
merupakan lembaga negara yang mandiri sebagaimana telah dinyatakan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VII11/2010.
Kedepannya Bawaslu bisa menjadi seperti polisi dan jaksa dalam
penanganan pelanggaran politik uang (money politik).

Perlu adanya perubahan regulasi Undang-undang Pemilu maupun Undang-
undang pilkada, untuk memberikan penguatan (empowering) kepada
Bawaslu, dimana Bawaslu memiliki Kewenangan untuk melakukan
penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pemilu dan pilkada bila
perlu Bawaslu berwenang mengadili pelanggaran pidana pemilu.

2. Dimasa yang akan datang jika Bawaslu ingin dibuat memiliki kewenangan
penuh untuk menerima, memeriksa, dan mengadili pelanggaran politik
uang, maka secara ketentuan di undang-undang harus diubah dan diperjelas,

bahwa politik uang (money politic) merupakan pelanggaran pemilihan
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umum yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagai lembaga mandiri

pengawas pemilihan umum.
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